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ABSTRACT 

There were three research problem addressed in the research which are (1) Is the authority of the 

central government to carry out closure of level crossings under Janti fly over in accordance with 

the applicable laws and regulations? (2) Is the local government authorized in government affairs 

in the field of train transport? (3) what is the solution that can be offered in solving this problem? 

the purpose of this study is to find out whether the closure of level crossing by the central government 

is in accordance with existing legislation, find out whether local governments have authority in train 

transport affairs and find solutions that can be offered in resolving these problems. The research 

method used by the author is a normative method by comparing rules with one another. The results 

of this study are that the central government in closing the level crossing is in accordance with 

existing legislation,however the closing was not accompanied by the issuance of KTUN, that the 

regional government also has authority in railroad matters but in this case only certain types of 

trains that only operate in their area, the solution that can be offered in this problem is that Janti 

community can make a lawsuit against the law by the government because the closure is not in 

accordance with the principles of good governance. 

Keywords: Authority, Level Crossing, Central Government, Local Government  

 

ABSTRAK 

Ada tiga masalah penelitian yang dibahas dalam penelitian ini yaitu (1) Apakah wewenang 

pemerintah pusat untuk melakukan penutupan penyeberangan sebidang di bawah Janti sudah sesuai 

dengan hukum dan peraturan yang berlaku? (2) Apakah pemerintah daerah berwenang dalam urusan 

pemerintahan di bidang transportasi kereta api? (3) apa solusi yang dapat ditawarkan dalam 

menyelesaikan masalah ini? tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penutupan 

perlintasan sebidang oleh pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang yang ada, mencari tahu 

apakah pemerintah daerah memiliki otoritas dalam urusan transportasi kereta api dan menemukan 

solusi yang dapat ditawarkan dalam menyelesaikan masalah ini. Metode penelitian yang digunakan 

oleh penulis adalah metode normatif dengan membandingkan aturan satu sama lain. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa pemerintah pusat dalam menutup perlintasan sebidang sesuai dengan 

Undang-Undang yang ada, namun penutupan itu tidak disertai dengan penerbitan KTUN, bahwa 

pemerintah daerah juga memiliki wewenang dalam hal perkeretaapian tetapi dalam hal ini hanya 

Jenis kereta yang hanya beroperasi di daerahnya, solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini 

adalah masyarakat Janti dapat mengajukan gugatan hukum kepada pemerintah karena penutupannya 

tidak sesuai dengan prinsip good governance. 

Kata kunci: Kewenangan, Perlintasan Sebidang, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah 
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